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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis kekerasaan fisik terhadap anak masih
sering terjadi, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang
melarang kekerasan terhadap anak dan orangtua kandung sebagai pelaku
kekerasan fisik terhadap anak, apakah harus mendapatkan hukuman
mengingat asas demi kepentingan yang terbaik buat anak, maka penulis
mencoba menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan
sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, bahwa ada
peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap perbuatan
tindak kekerasan dilarang dan kurangnya kesadaraan serta pola pikir
orang tua kepada terhadap anak, karena masih mengganggap anak
sebagai milik pribadi dan bukan aset penerus bangga yang perlu dijaga
dan dibina dengan baik

2. Pemberian sanksi pidana kepada orang tua kandung, sebagai pelaku
tindak kekerasan kepada anaknya, memang memenuhi asas yang
terbaik bagi anak, karena kepentingan anak dilindungi dan pelaku
mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, tetapi tidak
memberikan efektif, karena tindak kekerasan terhadap masih juga

sering terjadi.
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B. Saran

1.

Pemerifitah sebelum membuat suatu peraturan perundang-undangan
yang bertujuan mengikat masyarakat umum atau berlaku untuk semua
warga Negara Indonesia, pemerintah harus melakukan survise kepada
masyarakat, baik yang berada dikota maupun yang berada di desa-desa
(pendalaman), untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan

yang akan dibuat, dapat diterima oleh masyarakat umum atau tidak

Setelah membuat peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah
harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum selama 1 tahun
atau lebih, sehingga masyarakat mengetahui, bahwa ada peraturan
perundang-undangan yang melarang setiap tindak kekerasan terhadap
anak dan adanya sanksi pidana.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu, turun
langsung kedesa-desa atau kampung, lewat media tv, koran dan radio.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku, khususnya orang tua bisa
membuat efek jera kepada pelaku, tetapi pelaku tindak kekerasan fisik
kepada anak, bisa juga diberikan hukuman atau sanksi berupa kerja

sosial selama beberapa tahun.
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